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BAB II

KAJIANTEORI

A. Teori PenegakanHukumingkungan

1. PengertianHukum

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sistem norma.

Normaadalahpernyataanyangmembahasapayangseharusnyadilakukan,

seperti “seharusnya” atau empiris. Norma-norma ini mencakup banyak

aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak. Norma-norma

berasal dari keputusan dan tindakan manusia. Hans Kelsen setuju dengan

DavidHumebahwaadaperbedaanantaraapayangbenar(dassein)danapa

yangseharusnya(dassolen).Dia jugaberpendapatbahwakita tidakdapat

menentukanapayang“seharusnya”hanyadenganmelihatfakta-fakta.22

Oleh karena itu, Kelsen meyakini bahwa hukum, yang terdiri dari

pernyataan-pernyataan “seharusnya,” tidak dapat dijelaskan hanya

dengantindakan-tindakanalamiah.23 Berbedadengan aturanmoral, yang

ditentukan melalui penalaran dari aturan moral lainnya, aturan hukum

dibuat melalui keputusan yang disengaja. Namun, sama seperti setiap

tindakan dapat menciptakan hukum, tindakan tersebut harus mengikuti

22
lHans lKelsen, lTeori lHukum lMurni, lDasar-Dasar lIlmu lHukum lNormatif, lII

l(Bandung: lPenerbit lNusamedia ldan lPenerbit lNuansa, l2007).
23

lHans lKelsen, lTeori lHukum lMurni, lDasar-Dasar lIlmu lHukum lNormatif, lII
l(Bandung: lPenerbit lNusamedia ldan lPenerbit lNuansa, l2007).
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aturanhukumyanglebihtinggidanmendapatkanizindarimereka.Kelsen

mengatakaninilahyangdimaksudnyadenganNormaDasar,yangmenjadi

titikawalbagiaturanhukumtertinggi.Kelsentidakterlaluterkesandengan

gagasan moral orang-orang seperti Immanuel Kant yang percaya pada

moralobjektif.

Aturan atau hukum adalah kumpulan peraturan dan gagasan yang

disepakati oleh masyarakat untuk diikuti dalam kehidupan bersama

mereka, dan hukum membantu mengendalikan perilaku manusia. Ketika

seseorang melanggar hukum, ada konsekuensi, seperti hukuman, untuk

memastikanmerekamematuhiaturan.Hukummengaturhubunganantara

individu dan masyarakat tempat mereka tinggal, serta hubungan

antarindividu itu sendiri. Hubungan ini tercermin melalui hak dan

kewajiban.Hukumberusahamenyeimbangkankebutuhandankeinginan

individu dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sebaik

mungkin.24

Di sisi lain, jika orang tidak mematuhi hukum, kekacauan dapat

terjadi, seperti pertarungan binatang liar di mana yang terkuat menang.

Sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki warga yang mematuhi

hukum karena hal itu membantu menjaga kelancaran berjalannya

24Asifah lElsa lNurahma lLubis land lFarhan lDwi lFahmi, l“Pengenalan lDan lDefinisi
lHukum lSecara lUmum l(Literature lReview lEtika),” lJurnal lIlmu lManajemen lTerapan l2, lno. l6
l(2021): lh.778.
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masyarakat. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum,

sebagaimanatercantumdalamPasal1ayat3Undang-UndangDasar1945.

Olehkarenaitu,aturandalammasyarakat,baikyangtertulismaupunyang

tidak, harus dipatuhi oleh semua orang. Aturan ini bertujuan untuk

menciptakan ketertiban dan harmoni. Karena masyarakat masih

melanggar aturan-aturan tersebut meskipun telah ditegakkan, penting

untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang

hukumdiIndonesia.25

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk

tunggal.BentukjamaknyaadalahAlkas,yangkemudiandiadopsikedalam

bahasa Indonesia sebagai hukum. Konsep hukum erat kaitannya dengan

konsep paksaan. Menurut pakar hukum Indonesia bernama Satjipto

Rahardjo, hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, berupa

aturan yang mengarahkan perilaku. Hukum menunjukkan apa yang

diinginkanmasyarakatdankemanaarahnya.SudiknoMertokusumojuga

mengatakan bahwa hukum berkaitan dengan apa yang seharusnya

dilakukanolehmanusia.26

25
lAsifah lElsa lNurahma lLubis land lFarhan lDwi lFahmi, l“Pengenalan lDan lDefinisi

lHukum lSecara lUmum l(Literature lReview lEtika),” lJurnal lIlmu lManajemen lTerapan l2, lno. l6
l(2021): lh.768.

26
l lAsifah lElsa lNurahma lLubis land lFarhan lDwi lFahmi, l“Pengenalan lDan lDefinisi

lHukum lSecara lUmum l(Literature lReview lEtika),” lJurnal lIlmu lManajemen lTerapan l2, lno. l6
l(2021) l
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Pada dasarnya, prinsip-prinsip hukum merupakan ekspresi dari

gagasanataupendapatmanusiatentangbagaimanaseseorangseharusnya

bertindak. Sebagai pedoman, prinsip-prinsip hukum bersifat umum dan

tidak terlalu aktif. Pada prinsipnya hukum merupakan persyaratan yang

beranekaragammenjaminadanya penyesuaian kebebasan dan kehendak

seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya

hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat

berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.Oleh sebab itu,

setiap orang didalam masyarakat wajib taat.27

Dipahami bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang mencakup

sanksi. Hukum diperlukan dalam masyarakat agar orang-orang dapat

memperoleh keadilan, kedamaian, manfaat, aturan yang jelas, kondisi

hidup yang baik, dan lingkungan yang tenang. Hukum dapat berupa

hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum tertulis membantu mengelola

berbagai masalah dalam masyarakat, yang mengarah pada hukum

publikdanhukumprivat.Karenahukumpentingbagimasyarakat,hukum

harus ditegakkan oleh pejabat yang terlatih yang mematuhi nilai-nilai

moraldanbertindakdenganjujur.Penegakanhukumdisuatunegara.28

27
lAsifah lElsa lNurahma lLubis land lFarhan lDwi lFahmi, l“Pengenalan lDan lDefinisi

lHukum lSecara lUmum l(Literature lReview lEtika),” lJurnal lIlmu lManajemen lTerapan l2, lno. l6
l(2021) l

28
lSubiharta, l“moralitas lhukum ldalam lhukum lpraksis lsebagai lsuatu lkeutamaan

l(Legal lMorality lin lPractical lLaw las la lVirtue),” lJurnal lHukum lDan lPeradilan l4, lno. l3 l(2015):



31

Di negara-negara yang mengadopsi sistem Civil Law, polisi dan

penegak hukum lainnya bekerja berdasarkan Undang-Undang yang

tertulis. Karena Undang-Undang ini tertulis, terkadang mereka tidak

dapat mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem

Civil Law, aturan dibuat berdasarkan situasi yang telah terjadi, artinya

situasi baru yang muncul kemudian mungkin tidak tercakup oleh

Undang-Undang. Dalam sistem Hukum Perdata, hukum merupakan

kumpulan aturan dan gagasan resmi, lengkap, dan terorganisir yang

ditulis dalam buku atau bagian tertentu. Aturan-aturan ini disusun

secara logis berdasarkan Undang-Undang. Karena itu, aturan hukum

perdata dianggap sebagai sumber utama hukum. Semua sumber hukum

lainnya dianggap kurang penting dibandingkan dengan hukum perdata.

Dalam beberapa kasus, hukum perdata merupakan satu-satunya sumber

hukum yang berlaku.29

2. PengertianPenegakanHukum

Hukum sebagai alat untuk membentuk masyarakat atau

merencanakan perubahan sosial berarti bahwa hukum adalah alat yang

digunakan oleh orang-orang yang ingin membawa perubahan. Orang-

l385.
29

lSubiharta, l“moralitas lhukum ldalam lhukum lpraksis lsebagai lsuatu lkeutamaan
l(Legal lMorality lin lPractical lLaw las la lVirtue),” lJurnal lHukum lDan lPeradilan l4, lno. l3 l(2015):
l389.
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orang ini dianggap sebagai pemimpin yang dapat dipercaya oleh

masyarakat dan dimaksudkan untuk membimbing masyarakat sesuai

dengan rencana mereka. Hukum juga merupakan kumpulan aturan yang

mengatur perilaku manusia. Ini adalah sistem yang kuat yang dapat

mempengaruhi tindakan manusia dan membuat mereka mengikuti nilai-

nilaiyangmenjadibagiandarihukum.Agarhalinidapatberfungsi,hukum

perlu disebarluaskan dan dipahami sehingga dapat menjadi bagian rutin

daricaramasyarakatberoperasi.30

Selain memiliki Undang-Undang yang berlaku di masyarakat,

penegakanhukum (lawenforcement) jugasangatpenting. Inimerupakan

bagian dari serangkaian langkah hukum yang meliputi pembuatan

Undang-Undang, penegakan Undang-Undang, pengambilan keputusan

dalam kasus hukum, dan pengelolaan sistem peradilan. Satjipto Raharjo

menyatakan bahwa penegakan Undang-Undang adalah cara Undang-

Undang benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Setelah Undang-

Undang dibuat, Undang-Undang tersebut perlu diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari, dan itulah yang dimaksud dengan penegakan

hukum (lawenforcement).Kadang-kadanghal ini jugadisebutpenerapan

hukum. Dalam bahasa lain, hal ini mungkin disebut rechistoepassing dan

30
lSubiharta, l“moralitas lhukum ldalam lhukum lpraksis lsebagai lsuatu lkeutamaan

l(Legal lMorality lin lPractical lLaw las la lVirtue),” lJurnal lHukum lDan lPeradilan l4, lno. l3 l(2015):
l370.
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rechtshandhaving dalam bahasa Belanda, atau penegakan hukum dan

penerapandalambahasaInggrisAmerika.31

Ketikamembicarakanpenegakanhukum,halpertamayangterlintas

dibenakadalahpenegakanhukumpidana.Hal ini tidaksepenuhnyasalah

karena dalam bidang pidana, penegakan hukum biasanya dianggap lebih

aktifdancepattanggap.Haliniberbedadenganpenegakanhukumperdata,

yangseringdianggaplebihpasif.Olehkarenaitu,dalammakalahini,ketika

kita membicarakan penegakan hukum maka hal ini membicarakan

bagaimanapenegakanhukumbekerjadenganmenggunakanteoritentang

penegakan hukum yang diciptakan oleh Joseph Goldstein. Goldstein

membagipenegakanhukummenjaditigabagian,yaitu:

a. Wilayahdenganadanyahukum(Total enforcement)

Yakni Idedasarnyaadalahbahwaruanglingkuppenegakanhukum

pidana, sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil, tidak dapat

sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh batasan yang

dikenakan pada petugas penegak hukum oleh hukum acara pidana, yang

mencakup aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan barang bukti, dan pelaksanaan penyelidikan awal. Selain itu,

hukumpidanamateriil itusendiri jugadapatmembatasi.Misalnya,dalam

31
lSatjipto lRahardjo, lMembedah lHukum lProgresif l(jakarta, l2006).
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kasus yang melibatkan tindak pidana yang memerlukan pengaduan,

pengaduan harus diajukan terlebih dahulu sebelum proses penuntutan

dapatdimulai.Batasan-batasaninidisebutsebagai“areatanpapenegakan

hukum.”

b. PenegakanHukumSecaraPenuh(FullEnforcement)

Fullenforcementadalahusahapenegakanhukumsecaramaksimal

setelah memperhitungkan area yang tidak dapat ditegakkan (area of no

enforcement). Ini adalah harapan agar penegakan hukum dilakukan

seoptimal mungkin dalam batas keterbatasan yang ada, konsep full

enforcement yang merupakan harapan penegak hukum untuk

menegakkanhukumsecaramaksimal,meskipunGoldsteinmenganggap

ini tidak realistis karena keterbatasan waktu, personil, dana, dan alat

investigasi, sehingga Penegakan Hukum yang Sebenarnya penegak

hukumharusmenggunakandiskresi.32

c. PenegakanHukumyangSebenarnya (ActualEnforcement)

Actualenforcementmencerminkanrealitapenegakanhukum yang

terjadi di lapangan, yang sebenarnya jauh dari ideal full enforcement

karenaketerbatasansumberdayasepertiwaktu,personil,alatinvestigasi,

dandana.Olehkarenaitu,penegakhukumharusmenggunakankebijakan

32
lSubiharta, l“moralitas lhukum ldalam lhukum lpraksis lsebagai lsuatu lkeutamaan

l(Legal lMorality lin lPractical lLaw las la lVirtue),” lJurnal lHukum lDan lPeradilan l4, lno. l3 l(2015):
l389.
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diskresi dalam pelaksanaannya.Dengan menggunakan teori ini,

penegakan hukum dipahami sebagai proses yang realistis dalam

menghadapi batasan-batasan praktis dan legal di lapangan, yang

membutuhkanpenyesuaianantaraidealhukumdankenyataanyangada.33

Penegakan Hukum Lingkungan dalam penelitian ini berbicara

mengenai tentang bagaimana pemerintah yang menjabat menangani

serta, mengelolah serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku

yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

PengelolaanDanPenegakanHukumLingkunganHidup.34

Masalahlingkunganterusmendapatkanperhatianyangsignifikandi

tingkat internasional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh dampak

merugikan dari polusi lingkungan, yang secara serius mengganggu dan

mengancam kehidupan masyarakat sekaligus merusak lingkungan itu

sendiri. Akibatnya, pemerintah terpaksa mengambil tindakan untuk

menanganiberbagaitantanganlingkunganyangadadiIndonesia.35

33
lRefni lDumesty, lDidik lSuahriyanto, ldan lIsmail lIsmail, l“Penegakan lHukum

lLingkungan lPada lPelanggaran lPengelolaan lLimbah lBahan lBerbahaya lBeracun l(B3)
lRumah lSakit lDalam lMewujudkan lKeadilan,” lUniversitas lBung lKarno, lIndonesia. lBlantika:
lMultidisciplinary lJournal l3, lno. l4 l(2025)

34
lSubiharta, l“moralitas lhukum ldalam lhukum lpraksis lsebagai lsuatu lkeutamaan

l(Legal lMorality lin lPractical lLaw las la lVirtue),” lJurnal lHukum lDan lPeradilan l4, lno. l3 l(2015):
l309.

35
lRefni lDumesty, lDidik lSuahriyanto, ldan lIsmail lIsmail, l“Penegakan lHukum

lLingkungan lPada lPelanggaran lPengelolaan lLimbah lBahan lBerbahaya lBeracun l(B3)
lRumah lSakit lDalam lMewujudkan lKeadilan,” lUniversitas lBung lKarno, lIndonesia. lBlantika:
lMultidisciplinary lJournal l3, lno. l4 l(2025) l
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Salah satu fungsi penegakan hukum sebagaimana

dikemukakan Soerjono Soekanto adalah sebagai mekanisme

pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah

direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk

mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang

berlaku.36Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan

menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Berikut

penjelasan upaya preventif serta represif dan contohnya.

Upaya preventiv yang Secara etimologi, preventif berasal dari

bahasa latin pravenire yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah

terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya

pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya

gangguan. tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan

agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan

mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga

situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman,

dan terkendali.37

36
lOktir lNebi, l“Analisis lUpaya lPreventif lDan lRepresif lPenegakan lHukum lPidana

lTerhadap lKekerasan lAnak lDi lWilayah lHukum lKepolisian lSektor lKota lJambi,”
lParlementer : lJurnal lStudi lHukum lDan lAdministrasi lPublik l1, lno. l3 l(2024): l206–17

37
lSubiharta, l“moralitas lhukum ldalam lhukum lpraksis lsebagai lsuatu lkeutamaan

l(Legal lMorality lin lPractical lLaw las la lVirtue),” lJurnal lHukum lDan lPeradilan l4, lno. l3 l(2015):
l319.
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Pengendalian preventif, merupakan pengendalian sebelum

dilakukanya penyimpangan atau pelanggaran adi usaha dalam

pengendalian preventif bisa disebut juga usaha dalam pencegahan

terjadinyatindakanyangmelanggarnormadannilaiBerfokuspadaupaya

pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan

faktorrisikoyangdapatmenyebabkanterjadinyakejahatanPendekatanini

bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan melalui

langkah-langkah preventif yang melibatkan pendidikan, kesadaran

masyarakat,danintervensisosial.38

Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif, ialah

pengendalian yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan

hendakmengembalikankeadaansupayabisaberjalanseperti semulaatau

dalamversi“menjatuhkanataumembebankan,sanksi”kepadaorangyang

melangar tersebut ungsi dari pengendalian represf ini adalah untuk

mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran

norma atau perilaku meyimpang Untuk mengembalikan keadaan seperti

semula, perlu diadakan pemulihan Jadi, pengendalian disini bertujuan

untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat

38
lOktir lNebi, l“Analisis lUpaya lPreventif lDan lRepresif lPenegakan lHukum lPidana

lTerhadap lKekerasan lAnak lDi lWilayah lHukum lKepolisian lSektor lKota lJambi,”
lParlementer : lJurnal lStudi lHukum lDan lAdministrasi lPublik l1, lno. l3 l(2024): l206–17
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dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma

yangberlakuTeorirepresifdalampenelitianiniberfokuspadapendekatan

penegakan hukum yang berorientasi pada hukuman dan sanksi terhadap

pelakukejahatan.39

Penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan limbah

berbahaya dari rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan memiliki

dampak yang signifikan dan mengancam kesehatan masyarakat. Pada

kenyataannya, masih banyak hal yang tidak sesuai yang ada pada aturan

yangterjadidalampengelolaanlimbahmedisdariPT.EHBS.PT.

EHBS selaku pihak ketiga miliki tanggung jawab untuk mengelola

limbah medis berbahaya secara tepat sesuai dengan Undang-Undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Upaya

dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di

Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam

penegakanhukumnya Penegakanhukumlingkunganhidupadalahupaya

untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam

ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui

pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan

kepidanaan.40

39 lAnalisis lUpaya lPreventif ldan lRepresif lPenegakan lHukum lPidana lterhadap
lKekerasan lAnak ldi lWilayah lHukum lKepolisian lSektor lKota lJambi

40
lRefni lDumesty, lDidik lSuahriyanto, ldan lIsmail lIsmail, l“Penegakan lHukum
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Undang-Undang yang merupakan instrumen pemerintah dalam

rangkamerawat,menjagadanmenangkalsegalamarabahayakhu-susnya

yang ditimbulkan oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak

berjalan dengan efektif. Penegakan hukum lingkungan harus segera

dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan,

pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa

lingkungansertamemberikansanksiyangberatbagisiapa-siapasajayang

melanggarketentuan Undang- Undang. Inilahmaknasesungguhnyadari

penegakanhukumlingkunganbukanhanyamemberikansanksiyangtegas

sajatetapijugamelakukanupayaupayapencegahansebelunpengrusakan

danpencemaranlingkunganterjadi.41

Dalampenelitian iniTeoriPenegekanHukumLingkunganpenulis

Gunakan menjadi First Theory atau teori pertama yang dijadikan salah

satuteoriuntukmenjawabvariabelyangpenelititelititerhadapisuHukum

LingkunganyangterjaditerkaitPT.EHBSyangtidakmengelolahlimbah

dengan regulasi yang ada yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

PPLH dan Teori ini digunakan untuk mengetahui implementasi Teori

lLingkungan lPada lPelanggaran lPengelolaan lLimbah lBahan lBerbahaya lBeracun l(B3)
lRumah lSakit lDalam lMewujudkan lKeadilan,” lUniversitas lBung lKarno, lIndonesia. lBlantika:
lMultidisciplinary lJournal l3, lno. l4 l(2025)

41
lOktir lNebi, l“Analisis lUpaya lPreventif lDan lRepresif lPenegakan lHukum lPidana

lTerhadap lKekerasan lAnak lDi lWilayah lHukum lKepolisian lSektor lKota lJambi,”
lParlementer : lJurnal lStudi lHukum lDan lAdministrasi lPublik l1, lno. l3 l(2024): l206–17
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penegakan hukum terhadap studi kasus limbah medis PT. EHBS Kota

BengkuluyangditanganiolehDinasLingkunganHidup.

B. TeoriPengawasan

Pengawasanberartimemeriksadanmemantauberbagaihaldengan

cara yang berbeda-beda, seperti memantau apa yang terjadi di lokasi,

meninjau laporan, dan metode lain selama pekerjaan sedang dilakukan.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan yang

direncanakan atau tidak direncanakan dari rencana dan program asli.

UsmanEffendimengatakanbahwapengawasanadalahbagianterpenting

dalammengelolatim.Meskipunpekerjaanyangdilakukansangatbaik.42

Tanpa pengawasan yang tepat, pekerjaan tersebut tidak benar-

benar berhasil. Irham Fahmi menjelaskan bahwa pengawasan pada

dasarnya adalah cara suatu organisasi dapat beroperasi dengan baik dan

efisien, serta membantu dalam mencapai tujuan dan rencana utamanya.

Dalamkontekspengawasanhukumlingkungansertaisulingkunganyang

ada dan saat ini menjadi permasalahan lingkungan hidup maka Lembaga

seperti Dinas Lingkunga Hidup Kota Bengkulu memiliki peran dalam

pengawasan serta pengendalian yang di atur dalam Undang-Undang

42
lMaiti land lJ. l(2013). lBidinNuru, lF., lSaerang, lD. lP. lE., l& lMorasa, l“Pengaruh

lPengetahuan lAnggaran, lPartisipasi lMasyarakat lDan lTransparansi lKebijakan lPublik
lTerhadap lFungsi lDewan lDalam lPengawasan lAnggaran lPendapatan lDan lBelanja lDaerah. l

lAccountability, l2.” lJournal lof lChemical lInformation land lModeling, lno. l9 l(2018) l
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Nomor 32 Tahun 2009 tepatnya pada pasal 71 ayat 3 yaitu “Pemerintah

wajibmenetapkanpejabat fungsionalpengawaslingkunganhidup”yang

mana dalam hal ini DLH lah yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional

tersebut.43

Untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan

pengawasan,Andadapatmelihatpandanganparaahlidibawahini:

1. FremontE.KastdanJamesE.Rosenzweig:Pengawasanmerupakan

bagiandariprosesmanajemendimanaseorangmanajermemastikan

bahwa kegiatan organisasi dilaksanakan dengan benar dan tetap

berada dalam batas-batas yang dapat diterima, sesuai dengan yang

diharapkan.

2. T. Hani Handoko : Pengawasan adalah proses memastikan bahwa

tujuandansasaransuatuorganisasidanmanajemennyatercapai.

3. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan

pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

untuktindakankorektifgunapenyempurnaanlebihlanjut.

Berdasarkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

pengawasan, menjadi jelas bahwa pemimpin atau orang yang memiliki

wewenang untuk melakukannya harus secara teratur atau berkala

43
lAbdul lFattaah, l“Mediasi lDalam lPerspektif lTeori lPenegakan lHukum lGoldstein,”

lWelfare lState lJurnal lHukum l2, lNo. l1 l(2023. l l
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melaksanakan kegiatan pemantauan, inspeksi, penilaian, dan perbaikan.

Hal ini membantu memastikan bahwa tujuan tercapai dengan cara yang

efektif,efisien,dansesuaidenganproseduryangbenar,sertamenghindari

penyimpangan yang tidak perlu. Tanpa pengawasan yang baik, hasilnya

pastitidakakanbaikbagiperusahaandankaryawannya.MenurutMarigan

MasrySimbolon44,adaduajenismetodepengawasan,yaitu:

1. PengawasanLangsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan

terhadapkegiatan-kegiatanyangsedangberlangsung,pengawasan

inidapatberbentukinspeksilangsungdanlaporandaritempat.

2. PengawasanTidakLangsung

Merupakanpelaksanaanpengawasanyangdilakukandarijarakjauh

dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan

laporanlisan

Daripenjelasandiatas, jelasbahwapemimpindapatmelaksanakan

pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Peran pemimpin

dalam pengawasan sangat penting dalam setiap kegiatan di dalam

organisasi. Oleh karena itu, seberapa baik kinerja suatu organisasi atau

44
lL lM lPalandeng, lN lR lPioh, land, l“Fungsi lPengawasan lBadan lPermusyawaratan

lDesa lDalam lPengelolaan lAnggaran lPendapatan lDan lBelanja lDesa,”: lJurnal lIlmu lHukum
lVol.2 lNomor l1 l, l2022, l
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lembaga dapat dinilai berdasarkan seberapa efektif pemimpinnya

melaksanakanpengawasan.45

Dalammelakukankegiatanpengawasanmakadiperlukanbeberapa

tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang

mengatakanadabeberapaprosespengawasan,yaitu:

1. Menetapkanalatpengukur(standard)

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan

maka seorang pimpinan harus mempunyai standard dalam

mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus

ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan

pekerjaanya. Alat penilai stanadard bagi hasil pekerjaan pada

umumnyaterdapatbaikrencanakeseluruhanmaupunpadarencana

bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya

terdapatstandardbagipelaksanaanpekerjaan.

2. Mengadakanpenilaian(evaluasi)

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau

evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai

ataumengevaluasidimaksuddapatmembandingkanhasilpekerjaan

45
lMaiti land lJ. l(2013). lBidin lNuru, lF., lSaerang, lD. lP. lE., l& lMorasa, l“Pengaruh

lPengetahuan lAnggaran, lPartisipasi lMasyarakat lDan lTransparansi lKebijakan lPublik
lTerhadap lFungsi lDewan lDalam lPengawasan lAnggaran lPendapatan lDan lBelanja lDaerah. l

lVol. l1.” lJurnal lNo. l9 l(2018) l
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bawahan (actualresult)denganalatpengukurstandardyangsudah

ditentukansebelumnnya.

3. Mengadakantindakanperbaikan(correctiveation)

Untukdapatmelaksanakantindakanperbaikanmakapertama-tama

harus dianalisa apa pnyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan

sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan

barulahdiambiltindakanperbaikanatauevaluasi.

Tahap kritis proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan

nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistim yang

standard ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan,

penyimpanganpenyimpanganyangtimbuldariadanyaprosesdalamsuatu

pekerjaanharusdapatdianalisadandijelaskansertadiperbaikidimasaakan

datingsehingaakesalahanyangdibuattidakakanterulangkembali.

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang

menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang

diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk

memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat

berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan

didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard

kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,

menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari
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setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan

untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan

secaraefektifdaneffisiendalammencapaitujuanperusahaan.46

Tujuanutamadaripengawasan ialahmwngusahakanagarapa yang

direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi

tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan agar

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan

dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan

yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan

penemuantersebutdiambil tindakanuntukmemperbaikibaikpadawaktu

itumaupunwaktuyangakandatang.47

TeoripengawasanpenulisgunakansebagaimidleTheoryyangakan

penulis gunakan untuk mebantu penulis dalam mengetahui bagaimana

dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan

terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelolah Limbah B3 Di Kota

Bengkulu.

46
lLuc lVinet land lAlexei lZhedanov, l“Pengawasan lPengadaan lSumur lResapan lPada

lBangunan lGedung lOleh lDinas lPekerjaan lUmum lDan lTata lRuang lDi lKecamatan lTuah
lMadani lKota lPekanbaru,” lJournal lof lPhysics lA: lMathematical land lTheoretical l44, lno. l8
l(2025) l

47
lL lM lPalandeng, lN lR lPioh, land, l“Fungsi lPengawasan lBadan lPermusyawaratan

lDesa lDalam lPengelolaan lAnggaran lPendapatan lDan lBelanja lDesa,”: lJurnal lIlmu lHukum
lVol.2 lNomor l1 l, l2022. l
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C. TeoriSiyasahTanfidziyah

1. PengertianSiyasahTanfidziyah

Istilah Siyasah berakar dari kata kerja lampau sasa yang memiliki

makna mengelola, menata, atau memimpin. Dalam konteks yang lebih

luas, ini merujuk pada pemerintahan atau perumus kebijakan.

Muhammad Iqbal, dalam karyanya mengenai fiqih siyasah,

menjelaskan bahwa Siyasah Tanfidziyah merupakan fungsi untuk

mengeksekusi peraturan Per-Undang-Undangan, yang pelaksanaannya

diserahkan kepada kekuasaan eksekutif negara yang memiliki

wewenang (al-sulthah al-tanfidziyah).48 Hal ini juga sesuai dengan

salah satu kaidah fiqh yaitu :

باِلْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَىالإِمَامِ تَصَرُّفُ 
Artinya:Kebijakanatautindakanimam(pemimpin)terhadaprakyatnya

harusbergantungpadakemaslahatan.

Dalam permasalahan ini tentu seorang pejabat pemerintah atau

seorang pemimpinn (Imam) harus mengambil langkahh tegas cepat dan

tepatdalammenghadapipermasalahanini.

Dalam bahasa Arab, istilah “Siyasah” merujuk pada pengelolaan

48
lPermenkes lRi lNo l24/Menkes/2022, l“Tinjauan lSiyasah lTanfidziyah lTerhadap

lImplementasi lUndang-Undang lNomor l3 lTahun l2020 lTentang lPertambangan lMineral lDan
lBatu lBara l(Studi lKasus lPada lAktivitas lGalian lC lDi lAceh lBarat lDaya),” lUniversitas lIslam
lNegeri lAr-Raniry lDarussalam-Banda lAceh. lSkripsi, lNo. l8 l(2022).
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atau kepemimpinan suatu hal dengan cara yang membawa manfaat.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan, yang mencakup pengendalian urusan

dalam negeri dan luar negeri. Hal ini meliputi politik dalam negeri,

politik luar negeri, dan pengelolaan masyarakat. Siyasah berfokus pada

pengorganisasian kehidupan publik berdasarkan keadilan dan

keteguhan. Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah adalah istilah yang berasal

dari kata “sasa”, yang berarti mengelola, mengendalikan, atau

mengarahkan, dan juga merujuk pada hal-hal seperti pemerintahan,

politik, dan pengambilan keputusan. Tujuan utama Siyasah

Tanfidziyah Syar'iyyah adalah untuk menangani dan menetapkan

aturan mengenai isu-isu politik dengan cara yang membantu mencapai

tujuan tertentu dan memberikan manfaat bagimasyarakat.49

Pemerintah memiliki wewenang untuk merinci dan

mengimplementasikan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui

mekanisme ini, negara menjalankan kebijakan yang relevan baik untuk

urusan domestik maupun hubungan eksternal (hubungan

internasional). Pelaksana utama kekuasaan ini adalah entitas

pemerintahan yang dibentukberdasarkankebutuhandankondisispesifik

yangbervariasi antarnegara Islam.Serupadenganhal tersebut,kebijakan

49 lM.Ag. lDr. lMuhammad lIqbal, l“Fiqh lSiyasah lKonstekstualisasi lDoktrin lPolitik
lIslam,” lPerpustakaan lNasional : lKatalog lDalam lTerbitan l(KDT), l2014, l l.h-7.
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legislatiftidakdiizinkanuntukbertentangandenganprinsip-prinsipajaran

Islam. Kebijakan politik dalam ranah eksekutif pun harus selaras dengan

teks-teks keagamaan yang mendasar dan kemaslahatan umum.

2. Kedudukan Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah memiliki keterkaitan erat dengan Al-Qur'an

dan hadits. Konsep maqasid syariah, yang menjadi fondasi pemahaman

mengenai kehidupan bermasyarakat dalam konteks pemerintahan,

menghasilkan pemikiran yang berfungsi sebagai panduan dan pengatur

bagi kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan para

pemimpin dan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan

secara efektif dan tepat. Keadilan merupakan salah satu prinsip

fundamental dalam Islam yang telah diuraikan di dalam Al-Qur'an

maupun Hadits. Oleh karena itu, menjadi logis apabila seluruh tuntutan

dan ketentuan agama dibangun di atas prinsip keadilan, termasuk

keadilan dalam pemenuhan hak, di mana hak setiap anggota

masyarakat diberikan sesuai dengan ketetapan dalam syariat Islam.50

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari ilmu politik yang

mempelajari carapembentukanUndang-Undangdi suatunegara. Bidang

50
lPermenkes lRi lNo l24/Menkes/2022, l“Tinjauan lSiyasah lTanfidziyah lTerhadap

lImplementasi lUndang-Undang lNomor l3 lTahun l2020 lTentang lPertambangan lMineral lDan
lBatu lBara l(Studi lKasus lPada lAktivitas lGalian lC lDi lAceh lBarat lDaya),” lUniversitas lIslam
lNegeri lAr-Raniry lDarussalam-Banda lAceh. lSkripsi, lNo. l8 l(2022).



49

ini meneliti ide-ide dari konstitusi, termasuk konstitusi itu sendiri dan

sejarahsistemhukumnegaratersebut.Selainitu,bidanginijugamencakup

prosespembentukanUndang-Undang,seperti langkah-langkahdancara-

cara pengembangan Undang-Undang. Selain itu, bidang ini juga

mempelajari peran kelompok demokratis dan konsultatif, yang berperan

pentingdalammembentuksistemhukum.

Siyasah,merujukpadacarapenangananurusanmasyarakat,baikdi

dalam negeri maupun dengan negara lain. Pemerintah bertugas

menyediakan layanan dan melindungi hak-hak warganya. Dalam

penelitisan ini Dinas Lingkungan Hidup lah yang memiliki Hak dalam

melindungi Hak-Hak masyarakat. Di sisi lain, warga negara atau

masyarakat berperan dengan memantau cara pemerintah beroperasi dan

memastikan tindakan pemerintah adil. Dalam sejarah Islam, terdapat

hubunganyangkuatantaraagamadanpolitik.Halinimenunjukkanbahwa

Islam tidak terpisah dari urusan politik, melainkan turut berperan dalam

cara pemerintah dan masyarakat dikelolah. Fiqh Siyasah merupakan

bidangstuditerpisahdalambidangfiqhyanglebihluas.

Pendekatan syari'ah dalam fiqh siyasah tanfidziyah

memprioritaskan implementasi hukum berdasarkan data dan kebutuhan.

Hal ini membantu menyediakan pendekatan yang sesuai untuk

implementasihukumlingkunganmelaluipendekatanyangberpusatpada
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warga. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan oleh badan

pemerintahan di Kota Bengkulu bersifat proaktif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan

bahwa implementasi hukum didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Implementasi hukum lingkungan sangat penting dalam mencapai tujuan

lingkunganyangbersihdanadil.Halinivitaldalammendukungtujuandan

kebutuhankota.51

Dalam penelitian ini tentunya Dinas Lingkungan Hidup harus

meprioritaskan penegakan Hukum berdasarkan data dan kebutuhan yang

diperlukan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu, yaitu jaminan

kesehatanterhadaplingkungan yangtercemarolehLimbahB3 yangtidak

dikelolahsecaramaksimaloleh PT.ElangHijauBengkuluSejahterayang

kemudianhalinimenjadiisuHukumyangpenulisteliti.

Implementasi hukum selaras dengan kebutuhan warga. Hal ini

membantu memastikan bahwa implementasi hukum didasarkan pada

kebutuhan masyarakat. Implementasi hukum lingkungan oleh karena itu

sangatpentingdalammendukungtujuandankebutuhankotaBengkulu.Ini

merupakan aspek sentral dari strategi kota Bengkulu dalam menangani

Kasus pembuangan limbah B3 yang belum dikelolah secara maksimal.

51
lMellysa lFebriani lWardojo, l“Analisis lSiyasah lTanfidziyah lTerhadap

lImplementasi lUndang-Undang lNo l40 lTahun l2007 lTentang lPerseroan lTerbatas”,
lUniversitas lNegeri lIslam l(UIN) lRaden lIntan lLampung. lJurnal lHukum. lNo. l1 l(2018) l
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Untukitu,pentingbagibadanpemerintahanyaitudisiniDinasLingkungan

Hidup untuk tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi

hukum lingkungan oleh karena itu sangat pentingdalam mencapai tujuan

lingkungan yangbersihdanadil. Inimerupakanaspeksentraldari strategi

kota.

3. RelevansiSiyasahTanfidziyah

Penelitian dalam bidang fiqih siyasah tanfidziyah berfokus pada

aktualisasi regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki

kewenangan untuk menguraikan dan mengeksekusi Undang-Undang

yang telah dirumuskan. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan

kebijakan yang efektif, baik dalam pengelolaan urusan domestik

maupun dalam relasi internasional. Pendekatan siyasah tanfidziyah

mengedepankan bahwa kerangka hukum negara harus bersumber dari

Al-Qur'an dan Sunnah, yang menganjurkan prinsip kejujuran, keadilan,

dan integritas dalam menjalankan tugas demi kesejahteraan

masyarakat.52

Siyasah Tanfidziyah memiliki banyak dasar sumber hukum yang

dilandasi oleh Al-Qur’an dan Al-Hadist salah satu nya adalah Al-Qur’an.

SurahAn-nisaayat(4:59):

52
lShazlin lFazhira land lIrwansyah lIrwansyah, l“Implementasi lPermendagri lNo.

l112/2014 lTerhadap lPelaksanaan lPemilihan lKepala lDesa lDalam lPerspektif lSiyasah
lTanfidziyah,” lJurnal lEducation l: lJurnal lPendidikan lIndonesia l9, lno. l1 l(2023) l
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عُواااٰمَنُـوْ الَّذِيْنَ يٰايَُّـهَا هَ اطَِيـْ عُوااللّٰ وْهُ فَـرُدُّ شَيْءٍ فيِْ تَـنَازَعْتُمْ فاَِنْ ۚ◌ نْكُمْ مِ الاَْمْرِ وَاوُلىِ الرَّسُوْلَ وَاطَِيـْ
هِ اِلىَ  هِ تُـؤْمِنُـوْنَ كُنْتُمْ اِنْ وَالرَّسُوْلِ اللّٰ تأَْوِيْلاً وَّاَحْسَنُ يـْرٌ خَ ذٰلِكَ ۗ◌ الاْٰخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللّٰ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan)
di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya)
jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian
itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan
di akhirat).

Kepatuhan terhadap seorang pemimpin memiliki batasan, yang

ditentukan oleh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini

mengimplikasikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh

seorang pemimpin, yang mencakup siyasah tanfidziyah, haruslah

sejalan dengan ajaran agama dan berorientasi pada kebaikan kolektif,

bukan demi keuntungan individu atau tindakan sewenang-wenang.

Contohnya, seperti yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup

dalam penanganan limbah Medis PT. EHBS Kota Bengkulu. Oleh

karena itu, pemimpin memikul tanggung jawab signifikan untuk

memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan

petunjuk ilahi demi kesejahteraanmasyarakat.

Berdasarkanuraiandiatas,dapatdisimpulkanbahwaimplementasi

siyasah tanfidziyah dalam penegakan hukum lingkungan mengenai

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum

sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini



53

dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan efektivitas

penegakan hukum dan memastikan keselarasan dengan siyasah

tanfidziyah. Melalui penerapan kebijakan dari peraturan Per-Undang-

Undangan, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Elang Hijau

Bengkulu Sejahtera dapat menjalankan amanah dan tanggung

jawabnya demi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di

Kecamatan Kampung Melayu.53

Dalam lingkup administrasi publik, pemegang kekuasaan

memiliki mandat untuk mengimplementasikan arah kebijakan demi

pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Sebagaimana diuraikan,

berdasarkan prinsip swakelola, otoritas pemerintah dianugerahi hak

dan kapabilitas untuk merumuskan atau mengeksekusi strategi yang

bisa berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan

tugas-tugas negara. Doktrin kemaslahatan dalam yurisprudensi

administrasi publik menegaskan bahwa setiap penetapan kebijakan

hendaknya berfokus padakesejahteraanmasyarakat.54

53
lU lI lN lSyekh let lal., lJurnal l“Tinjauan lFiqh lSiyasah lTanfidziyah lTerhadap

lImplementasi lPeraturan lPemerintah lNomor l11 lTahun l2021 lTentang lBadan lUsaha lMilik
lDesa,” lFakultas lSyariah ldan lIlmu lHukum. lUniversitas lIslam lNegeri lRaden lIntan lLampung.
lNomor. l11 l(2025) l

54
lUlia lUlfa, lMaimun, land lEti lKarini, l“Analisis lFiqh lSiyasah lTanfidziyah lTerhadap

lPasal l3 lAyat l1 lPeraturan lPresiden lNomor l104 lTahun l2007 lTentang lPelaksanaan lPenyaluran
lGas lElpiji l3Kg lOleh lDistributor lKepada lUsaha lMikro lDan lRumah lTangga l( lStudi lKasus lDesa
lPulung lKencana lKecamatan lTulang lBawang,” lUniversitas lIslam lNegeri lRaden lIntan
lLampung. lJIHHP: lJurnal lIlmu lHukum, lHumaniora, lDan lPolitik, lNo. l6 l(2025) l



54

Teori Siyasah Tanfidziyah penulis gunakan seebagai Last Theory

sebagai teori yang digunakan sebagai pengambilan perspektif hukum

islam dalam usaha untuk menjawab Variabel dari judul yang penulis

angkat yaitu Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kewajiban

Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungann

Hidup. Teori ini juga penulis gunakan untuk memberikan sudut

pandang Islam dalam proses penegakan hukum lingkungan terkait

pencemaran Limbah B3 yang harus dilakukan oleh pejabat pemerimtah

yaitu dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang diberikan

amanah untuk mrnjalnkan tugasnya berdasarkan dengan Undang-

Undang yang berlaku.

Alasan penulis mengunakan tiga teori diatas yaitu teori

Penegakan Hukum, Teori Pengawasan, serta Teori Siyasah

Tanfidziyah adalah karna 3 teori ini penulis yakin relevan untuk

menjawab setiap variabel permasalahan yang penulis cetuskan sebagai

rumusan masalah.


